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Abstrak

Pariwisata berkelanjutan di Bali, khususnya melalui pemberdayaan Subak Uma Lambing, menghadapi
tantangan signifikan seperti minimnya kesadaran hukum, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya
kolaborasi antar pihak. Studi ini mengeksplorasi peran regulasi dan kebijakan daerah dalam
mendukung pengembangan green tourism di Subak Uma Lambing, serta strategi untuk meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat. Regulasi yang berlandaskan pada teori Ecological Modernization dan
Responsive Regulation, serta insentif fiskal dari teori hukum ekonomi, dapat mendorong keberlanjutan
lingkungan dan pengembangan ekonomi lokal. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, diterapkan
teori Legal Consciousness dan Communicative Action melalui program edukasi dan kampanye
informasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil pengabdian masyarakat
menunjukkan bahwa integrasi kebijakan dan edukasi hukum yang efektif dapat memperkuat
pelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan di Desa Sibang Kaja. Saran meliputi penguatan
regulasi lingkungan, dukungan terhadap sertifikasi green tourism, dan penyediaan layanan konsultasi
hukum gratis untuk masyarakat.
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Abstract

Sustainable tourism in Bali, particularly through the empowerment of Subak Uma Lambing, faces
significant challenges such as low legal awareness, infrastructure limitations, and insufficient
collaboration among stakeholders. This study explores the role of regulations and local policies in
supporting the development of green tourism at Subak Uma Lambing, as well as strategies to enhance
community legal awareness. Regulations based on Ecological Modernization and Responsive
Regulation theories, along with fiscal incentives from economic law theories, can promote
environmental sustainability and local economic development. To increase legal awareness, Legal
Consciousness and Communicative Action theories are applied through comprehensive education
programs and information campaigns involving various stakeholders. The community service results
show that integrating effective policies and legal education can strengthen cultural preservation and
environmental sustainability in Desa Sibang Kaja. Recommendations include enhancing
environmental regulations, supporting green tourism certification, and providing free legal
consultation services to the community.
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PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor ekonomi yang berkembang pesat dan berkontribusi signifikan
terhadap pendapatan banyak negara, termasuk Indonesia. Bali, sebagai destinasi utama di Indonesia,
terkenal dengan keindahan alam, budaya, dan tradisi lokalnya. Namun, perkembangan pesat sektor ini
juga menghadapi tantangan, seperti dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal (Sari,
A. M., 2024). Untuk mengatasi dampak tersebut, konsep pariwisata berkelanjutan atau green tourism
semakin banyak diterapkan. Green tourism bertujuan meminimalkan dampak lingkungan,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan melestarikan warisan budaya dengan menekankan
pariwisata yang ramah lingkungan dan partisipasi aktif masyarakat (Damayanti, P.W., 2024).

Di Bali, pemberdayaan Subak Uma Lambing sebagai daya tarik wisata merupakan contoh
penerapan green tourism. Subak, sistem irigasi tradisional Bali yang diakui UNESCO sebagai Warisan
Budaya Dunia, mencerminkan nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Bali (Suryawan, I. A. J.,
2020). Subak Uma Lambing di Desa Sibang Kaja memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai
destinasi wisata berkelanjutan, berkat lokasi strategis dan keberadaan subak yang aktif. Pemberdayaan
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Subak ini diharapkan dapat mempromosikan pertanian berkelanjutan, melestarikan budaya lokal, dan
meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat (Kusumawardhana, 1., 2023).

Namun, pemberdayaan Subak Uma Lambing menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya
kesadaran masyarakat tentang pariwisata berkelanjutan, keterbatasan sumber daya untuk
pengembangan infrastruktur, dan kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait. Oleh karena itu,
diperlukan strategi komprehensif dan kolaboratif untuk mengatasi tantangan ini, termasuk peningkatan
kesadaran masyarakat melalui edukasi, pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, serta
kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku pariwisata (Pajriah, S., 2018; Antarissubhi, H
et.al, 2023; Sirfefa, I. et.al, 2023).

Adapun ruumusan masalah yang diidentifikasi meliputi: pertama, bagaimana peran regulasi dan
kebijakan daerah dalam mendukung pemberdayaan Subak Uma Lambing sebagai destinasi green
tourism? Kedua, bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terkait
pelestarian subak sebagai warisan budaya di Sibang Kaja?

METODE

Metode pelaksanaan program kerja meliputi tiga tahap. Pertama, tahap observasi, yang bertujuan
untuk mengamati dan menganalisis kondisi Subak Uma Lambing serta lingkungan sekitarnya,
mengidentifikasi tantangan, dan memetakan potensi serta kebutuhan masyarakat lokal. Kedua, tahap
persiapan, melibatkan perencanaan detil, alokasi sumber daya, penyusunan jadwal, dan koordinasi
dengan pihak terkait seperti pemerintah lokal dan pelaku pariwisata. Ketiga, tahap pelaksanaan, yang
mencakup implementasi kegiatan edukasi, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, dan
kolaborasi dengan pihak terkait, serta monitoring dan evaluasi secara berkala, Adapun kegiatan
edukasi telah berlangsung pada Hari Jumat, 26 Juli 2024 dihadiri oleh Dosen Undiknas, para prajuru
Subak Uma Lambing Desa Sibang Kaja dan peserta dari masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi dan kebijakan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung
pemberdayaan Subak Uma Lambing sebagai destinasi green tourism dengan mengintegrasikan prinsip
keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya ke dalam seluruh aspek pengelolaan pariwisata.
Dalam hal ini, penerapan teori Ecological Modernization (Mol & Spaargaren, 2000) menunjukkan
bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan tidak harus saling bertentangan,
melainkan dapat saling mendukung melalui kebijakan dan teknologi yang inovatif. Pemerintah daerah
dapat menerapkan regulasi yang memastikan bahwa kegiatan pariwisata tidak merusak lingkungan
tetapi malah mendukung pelestariannya. Selain itu, Responsive Regulation Theory (Braithwaite, 2017)
menyarankan penggunaan kebijakan yang fleksibel dan adaptif, seperti sertifikasi green tourism, untuk
memotivasi destinasi lain agar mengadopsi standar keberlanjutan. Konsep teori hukum ekonomi yang
dikembangkan oleh Joseph Stiglitz (Ferey, 2015) juga relevan, karena menekankan pentingnya
insentif fiskal seperti subsidi untuk teknologi hijau dan pengurangan pajak untuk usaha berkelanjutan.
Ini membantu mendorong pelaku pariwisata dan petani untuk berpartisipasi dalam green tourism,
memperkuat ekonomi lokal yang berkelanjutan.
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Gambar 1. Sesi Diskusi Bersama Masyarakat
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Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan, yang didukung oleh teori
Deliberative Democracy (Muttagien, 2023), menunjukkan pentingnya pelibatan masyarakat lokal
dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuali
dengan kebutuhan dan aspirasi mereka, meningkatkan efektivitas dan penerimaan masyarakat.

Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terkait pelestarian Subak Uma
Lambing di Desa Sibang Kaja, diperlukan strategi edukasi hukum yang komprehensif. Program ini
harus meliputi pelatihan dan sosialisasi melalui lokakarya dan seminar dengan melibatkan pakar
hukum dan praktisi lingkungan, sesuai dengan teori Legal Consciousness (Halliday & Morgan, 2013).
Pendekatan ini harus memanfaatkan materi edukasi yang informatif dan teknologi digital seperti media
sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas, sejalan dengan teori Communicative Action.

Penting juga untuk melibatkan pemangku kepentingan lokal, seperti tokoh adat dan pemimpin
komunitas, dalam proses edukasi sesuai dengan Stakeholder Theory (Jones et al., 2017). Kolaborasi
dengan lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah juga dapat memperkuat program ini.
Kampanye kesadaran melalui media massa dan sosial, yang didukung oleh Social Learning Theory
(Rumjaun & Narod, 2020), berfungsi untuk mempromosikan nilai-nilai pelestarian lingkungan dan
budaya.

Akhirnya, penyediaan layanan konsultasi dan bantuan hukum gratis sesuai dengan Access to
Justice Theory (Foddai, 2020), serta integrasi pelestarian subak dalam kurikulum pendidikan lokal
berdasarkan teori Legal Socialization (Tyler, 2021), adalah langkah strategis untuk menjamin
kesadaran hukum di masa depan dan keberlanjutan pelestarian subak.

Gambar 2. Foto Bersama & Penyerahan Cinderamata kepada
Pihak Prajuru Subak Uma Lambing

SIMPULAN

Regulasi dan kebijakan daerah sangat penting dalam mendukung pemberdayaan Subak Uma
Lambing sebagai destinasi green tourism, dengan memadukan prinsip keberlanjutan lingkungan dan
pelestarian budaya. Teori Ecological Modernization menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan
perlindungan lingkungan bisa berjalan seiring melalui kebijakan dan teknologi inovatif. Teori
Responsive Regulation mendukung penerapan kebijakan fleksibel, seperti sertifikasi green tourism,
untuk mendorong kepatuhan terhadap standar keberlanjutan. Konsep insentif fiskal dari teori hukum
ekonomi juga memotivasi partisipasi dalam green tourism, memperkuat ekonomi lokal. Partisipasi
masyarakat, berdasarkan teori Deliberative Democracy, memastikan kebijakan sesuai dengan
kebutuhan lokal. Strategi edukasi hukum yang melibatkan pemangku kepentingan, serta
memanfaatkan media massa dan sosial, dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum
masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam teori Legal Consciousness dan Communicative Action.
Penyediaan layanan konsultasi hukum gratis dan integrasi pelestarian subak dalam kurikulum
pendidikan, sesuai dengan Access to Justice Theory dan Legal Socialization Theory, akan mendukung
keberlanjutan pelestarian subak di masa depan.

SARAN

Untuk meningkatkan pemberdayaan Subak Uma Lambing dan kesadaran hukum di Desa Sibang
Kaja, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat regulasi lingkungan yang mendukung
pengelolaan lahan dan sumber daya alam serta mendukung sertifikasi green tourism seperti Green
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Globe atau EarthCheck. Insentif fiskal, seperti potongan pajak dan subsidi untuk praktik ramah
lingkungan, juga perlu diterapkan. Program edukasi hukum yang meliputi pelatihan dan seminar,
disertai pemanfaatan teknologi digital untuk penyebaran informasi, akan meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang regulasi dan pelestarian subak. Kolaborasi dengan tokoh adat, pemimpin
komunitas, lembaga pemerintah, dan NGO akan memperkuat dukungan lokal. Selain itu, penyediaan
layanan konsultasi hukum gratis dan integrasi pelestarian subak dalam kurikulum pendidikan lokal
akan membangun kesadaran hukum dan kepedulian lingkungan sejak dini.
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